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LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN MAMUJU UTARA 

      TAHUN 2007                                                                NOMOR  2 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  UTARA 
NOMOR :  2 TAHUN 2007 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU 

UTARA NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN  PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN  MAMUJU UTARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAMUJU UTARA, 

 

Menimbang   : a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan  Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah perlu merubah Peraturan Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara. 

     Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4270); 

2.  Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) 

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32  Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah; 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 
Keprotokoleran Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata 
Penghormatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 
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Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penggantian 
Dan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan 
Dana Operasional; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah;  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
 

Dan 

 
BUPATI MAMUJU UTARA 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH   TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PAERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN  MAMUJU UTARA 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005  tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005  Nomor 9), diubah sebagai berikut: 
 
1. Pada Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf v dan huruf w, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

v. Tunjangan Komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong 
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

w. Belanja Penunjang  Operasional Pimpinan adalah adalah dana yang 
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan 
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 
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kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 
sehari-hari. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 1 huruf s diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

s.  Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa 
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD 
dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta 
rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.  

 
 

3.  Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

“Pasal 10“ 
 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 
a. Uang Representasi; 
b. Uang Paket; 
c. Tunjangan Keluarga: 
d. Tunjangan Beras; 
e. Tunjangan Jabatan; 
f. Tunjangan Panitia Musyawarah: 
g. Tunjangan Komisi; 
h. Tunjangan Panitia Anggaran; 
i. Tunjangan Badan Kehormatan: dan 
j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 

 
4.  Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A 

yang berbunyi sebagai berikut : 
 

 
“Pasal 10A“ 

 
(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan 
Komunikasi Intensif; 

(2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.  

 
 
 
5.  Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

“Pasal 11” 
 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. 


